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Sistem kepenjaraan yang berdasarkan penjeraan sudah tidak sesuai lagi dengan 
konsep kemanusiaan, dan perlu adanya suatu konsep pembinaan yang berdasarkan 
kemanusiaan yaitu sistem pemasyarakatan dimanapelaksanaan pembinaan 
didasarkan atas prinsip-prinsip pemasyarakatan.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya 
LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal, untuk mengetahui langkah-langkah 
yang ditempuh oleh Petugas LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 
pemasyarakatan, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi LP dalam 
pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan 
metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif.Menggunakan jenis 
data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
studi kepustakaan, dokumentasi, studi lapangan, daftar pertanyaan dan 
wawancara.Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan berperan dalam memasyarakatkan 
narapidana/anak didik melaluipembinaan yang memandang narapidana sebagai 
Makhluk Tuhan, Individu dan anggota masyarakat.Inilah makna dari sangkar 
menuju sanggar guna membangun manusia mandiri. 
 




The prison system is based on deterrence is no longer appropriate to the concept 
of humanity, and need a concept based on human development, namely the 
correctional system which the guidelines are based on the principles of 
correctional services. This study aims to determine the background of the 
formation of philosophical, historical, sociological, and juridical of LP Youth 
Class IIB Plantungan Kendal, to know the steps taken by the Prison Officers in 
the implementation of the principles of correctional, and to determine the LP 
constraints faced in the implementation of the principles of correctional services. 
The research method used juridical empirical approach which is descriptive. 
Using this type of primary data and secondary data. Techniques of data collection 
used through the study of literature, documentation, field of study , questionnaires 
and interview. By using qualitative data analysis. The results showed that 
Correctional Institution have a role in socializing inmates/students through 
coaching saw prisoners as creatures of God, Individual and community members. 
This is the meaning of the cage to the studio in order to establish an independent 
human being. 
 
Keywords: guidance, principles of corrections, prisons 
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PENDAHULUAN 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis 
dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.  
Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi 
pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi 
pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses 
pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: Makhluk Tuhan, 
Individu dan anggota masyarakat. 
Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan 
bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi 
arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan 
membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan 
kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas 
(masyarakat) setelah menjalani pidananya.
1
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 
penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya 
untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, 
dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
2
 
                                                          
1
Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, 
Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hal.1. 
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 Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 320. 
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Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice 
System.Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan 
memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusi (SDM) yang 
mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.
3
Sejalan dengan peran 
Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas 
Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga 
Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat 
Fungsional Penegak Hukum. 
Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan 
kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana 
ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan 
demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek 
penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang 
kuat.
4
 Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan 
dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas 
sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak 
terhindarkan. 
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 
Pertama, bagaimana latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis 
                                                          
3
 Bambang Supriyono, 2012, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 
Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan), Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Jawa Tengah, hal. 1. 
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 Sismolo, et.al, 2010, Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya 
Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Jakarta: 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal.2. 
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terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal. Kedua, bagaimana 
langkah-langkah yang ditempuh oleh Petugas LP dalam pelaksanaan prinsip-
prinsip pemasyarakatan.Ketiga, hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan 
prinsip-prinsip pemasyarakatan. 
Untuk melihat lebih jauh peranan lembaga pemasyarakatan dalam 
pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan khususnya di Lembaga 
Pemasyarakatan Pemuda Plantungan Kendal, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang filosofis, 
historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan 
Kendal, untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Petugas LP 
dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan, dan untuk mengetahui 
hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan. 
Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: Pertama, bagi penulis 
yaitu untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 
pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum 
pidana.Kedua, bagi pemerintah yaitu dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat 
digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya pihak 
yang berkaitan dengan pemasyarakatan, mahasiswa, dan masyarakat pada 
umumnya.Ketiga, bagi ilmu pengetahuanyaitu dengan penulisan skripsi ini, 
diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana mengenai 




Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis 
empirisdengan jenis penilitian deskriptif.Sumber data meliputi data primer dan 
data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan, dokumentasi, studi lapangan, daftar pertanyaan dan 
wawancara.Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data 
primer yang diperoleh langsung dari lapangan di analisis dengan perundang-
undangan yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam 
pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB 
Plantungan Kendal dilihat dari Filosofis, Historis, Sosiologis, dan Yuridis 
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda /Anak Negara Plantungan yang berdiri 
sejak tanggal 1 April 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 
16 Mei 1970 No.J.S.1/5/15 ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus 
Pemuda/Anak Negara untuk Daerah Jawa Tengah /D.I.Yogyakarta, menempati 
gedung-gedung bekas Rumah Sakit Kusta yang pada waktu itu sudah tidak ada 
penghuninya (penderitanya). 
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan adalah satu-satunya Lapas 
Pemuda di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang keberadaannya jauh dari 
keramaian kota. Lokasi bangunan Lapas tepat berada dibawah/lembah 
Plantungan, dikelilingi bukit-bukit di sekitarnya dan ditengah dialiri sebuah 
sungai yakni sungai Lampir. 
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Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan terletak di kecamatan 
Plantungan, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa-Tengah. Adapun batas wilayah 
adalah: (1) Sebelah Barat:  Desa Pesanggrahan, Kec. Tersono,Kab.Batang,  
(2) Sebelah Timur:  Desa Tirtomulyo, Kec. Plantungan,Kab. Kendal, (3) Sebelah 
Utara:  Desa Setedeng, Kec. Tersono,Kab. Batang, dan (4) Sebelah Selatan:  
Gunung Prau.Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan saat ini 
berjumlah 18 orang yaitu 17 pegawai pria dan 1 pegawai wanita. 
Sistem pemenjaraan bagi warga negara yang melakukan tindak pidana 
berdasarkan atas tindakan balas dendam dan penjeraan atau dengan kata lain tidak 
manusiawi, tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan perlu adanya suatu 
konsep pembinaan yang berdasarkan kemanusiaan yaitu sistem pemasyarakatan. 
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam 
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-
angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan 
konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yaitu agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali 
menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan 
lingkungannya.  
Untuk merealisir ide tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan 
bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.Begitu pula institusinya yang semula 
disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga 
7 
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan 
Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 yang pelaksanaan pembinaannya 
berdasarkan Pancasila dan UUD’45. 
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan merupakan salah satu unit 
pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. 
Semula keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan di 
dahului dengan proyek Bispa di Jawa Tengah dengan ijin Gubernur KDH Jawa 
Tengan tanggal: 14 Mei 1968, Nomor: Pend. 
4/15/9
1968/74.G
, tentang ijin 
penggunaan bekas Rumah Sakit Kusta untuk Proyek Bimbingan dan Pengentasan 
Anak di Jawa Tengah. 
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda Plantungan dan Anak Negara 
resmi berdiri sejak 1 April 1970, tetapi baru diisi pada tanggal 22 Februari 1971 
dikarenakan gedung-gedung memerlukan rehabilitasi berat disamping beberapa 
bentuk bangunan harus disesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan Lembaga 
Pemasyarakatan. Disamping itu digunakan pula untuk tahanan G.30.S/PKI khusus 
Wanita sampai dengan bulan November 1979.Dan saat itu Plantungan berstatus 
Direktorat Khusus (DIRBAH). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman RI Nomor: J.S.4/6/3/1977, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda 
dan Anak Negara (LPKAN) Plantungan berubah status menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) sampai dengan tahun 1985. 
Dari tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 
tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR-07.03/1985 Lembaga Pemasyarakatan 
8 
Anak Negara (LPAN) Plantungan berubah status menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan Pemuda Plantungan Klas II B sampai sekarang. 
 
Langkah-Langkah yang Ditempuh Petugas LP Pemuda Kelas IIB 
Plantungan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip 
pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga 
binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna dimanasepuluh 
prinsip pemasyarakatan merupakan dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan. 
Adapun langkah yang ditempuh Petugas LP Pemuda Kelas IIB Plantungan 
dalam pelaksanaan prinsip pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:
5
 
Pertama, petugas LP Plantungan cenderung melakukan pendekatan 
persuasif terhadap warga binaan pemasyarakatan. Contoh: dengan memberikan 
santapan rohani. 
Kedua, petugas LP Plantungan tidak memperlakukan warga binaan 
pemasyarakatan dengan tindakan penyiksaan seperti kehilangan mata dibalas 
dengan mata, akan tetapi Petugas LP Plantungan memperlakukan warga binaan 
sebagai manusia yang tersesat dan perlu dibina agar menjadi manusia yang baik 
dan berguna. Jika terdapat warga binaan pemasyarakatan yang melanggar 
                                                          
5
Jonet Darmawan, Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Wawancara Pribadi, 
Kendal,  Jum’at, 29 April 2016,  pukul 08.00 WIB. 
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peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LP, maka petugas LP 
memberikan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib di LP. Contoh : 
warga binaan yang melakukan upaya melarikan diri, petugas LP Plantungan akan 
memberikan hukuman disiplin berupa pengamanan terhadap napi yaitu 
ditempatkan sementara dalam sel pengasingan selama 6 hari. 
Ketiga, bimbingan yang diberikan Petugas LP Plantungan diantaranya, 
warga binaan yang beragama islam dibulan ramadhan mengerjakan ibadah puasa, 
tarawih, setiap hari senin sampai Jum’at sehabis sholat dhuhur diadakan pengajian 
dan siraman rohani, malam jum’at diadakan baca surat Yasin bersama-sama yang 
dipimpin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kegiatan sosial, warga binaan 
juga disertakan dalam kegiatan donor danah sehingga menumbuhkan rasa hidup 
kemasyarakatannya. 
Keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang,
6
 pada 
dasarnya bahwa negara khususnya petugas lembaga pemasyarakatan bermuara 
dari sangkar menuju sanggar, artinya orang-orang yang cacat hukum itu dibina 
agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali 
ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kami Petugas LP Plantungan membedakan 
atau tidak mencampurbaurkan blok narapidana yang melakukan tindak pidana 
berat dengan narapidana yang melakukan tindak pidana ringan.  
Kelima, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan 
berdekatan dengan tempat wisata pemandian air panas sehingga narapidana tidak 
diasingkan dari masyarakat karena pada saat bekerja membaur dengan 
                                                          
6
 Bambang Supriyono, Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan, 
Wawancara Pribadi, Kendal, Kamis, 2 Juni 2016, pukul 10.00 WIB. 
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masyakarat, contohnya parkir, buka ladang, dikarenakan kasus yang ada 
dilapangan tidak ada tembok keliling yang mengelilingi lembaga pemasyarakatan. 
Keenam, di LP Pemuda Plantungan, petugas memberikan narapidana 
pelatihan kerja diantaranya dalam hal pertanian karena adanya lahan yang 
mendukung, peternakan sapi, dan perikanan berupa ikan lele, gurame dan bawal. 
Ketujuh, memberikan bimbingan kepada warga binaan antara lain dengan 
memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah menurut kepercayaannya 
masing-masing sebagaimana dalam sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Petugas LP Plantungan juga menanamkan jiwa kekeluargaan, toleransi 
antar sesama, jiwa gotong royong kepada narapidana. 
Kedelapan, petugas LP Plantungan tidak menunjukkan bahwa narapidana 
adalah seorang penjahat, akan tetapi narapidana hanya orang yang tersesat. Harkat 
dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati. Contohnya: setelah menjadi 
warga binaan pemasyarakatan melalui proses pendaftaran, warga binaan mendapat 
perawatan jasmani seperti olahraga, diberikan perlengkapan pakaian, 
perlengkapan tidur yaitu tempat tidur, sprei, bantal dan selimut, perlengkapan 
mandi yaitu sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi. Selain itu, warga binaan 
juga mendapat perawatan kesehatan, seperti jika ada warga binaan yang sakit, 
segera dilarikan ke puskesmas terdekat dan bila memungkinkan ke rumah sakit, 
dan apabila narapidana harus dirawat itu dikawal oleh petugas LP serta bila 
diperlukan meminta bantuan dari Kepolisian. 
Kesembilan, petugas LP Plantungan tidak menghilangkan hak-hak yang 
dimiliki narapidana sebagai manusia, tetapi narapidana hanya dibatasi hak-haknya 
11 
saja. Seperti: diputuskannya sementara hubungan dengan keluarga, kehilangan 
status sebagai anggota masyarakat yang dapat dipercaya, kehilangan memperoleh 
barang dan jasa, kehilangan melakukan hubungan seks, dan lain sebagainya. 
Kesepuluh, untuk mendukung fungsi rehabilitasi, LP Pemuda Plantungan 
melaksanakan beberapa MOU atau nota kesepahaman diantaranya yaitu 
kerjasama dengan criminal justice system, kerjasama dengan departemen agama 
terkait pemberian bimbingan agama terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan 
kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, LP Pemuda Plantungan 
juga memberikan sarana pendidikan dengan menyediakan perpustakaan dimana 
buku bacaan telah melalui tahap seleksi oleh Petugas apakah bacaan itu pantas 
atau tidak untuk warga binaan. 
 
Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB 
Plantungan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan dalam 
melaksanakan prinsip-prinsip pemasyarakatan juga mendapat kendala atau 
hambatan,
7
 di antaranya: 
Pertama, sarana dan prasarana. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 
IIB Plantungan pada awalnya merupakan tempat peristirahatan bagi anggota 
militer Belanda yang dibangun pada tahun 1870 dan kemudian terjadi pengalihan 
fungsi menjadi Rumah Sakit Kusta. Hingga saat iniLembaga Pemasyarakatan 
Pemuda Kelas IIB Plantungan memiliki bangunan gedung tidak memenuhi syarat, 
seperti: bangunan blok narapidana kurang memadai tanpa diberikan pagar 
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Yunus, Sub.Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan, Wawancara Pribadi, Kendal, 
Jum’at,  29 April 2016, pukul 09.00 WIB. 
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pengaman/tembok keliling, teralis jendelanya pun diberikan hanya sekedarnya, 
tembok kamar tanpa sekat, pintu blok tanpa berlapis sehingga sangat merepotkan 
pengawasannya, mengingat bahwa dulunya bangunan diperuntukkan untuk orang 
sakit sehingga tidak layak sebagai bangunan Lembaga Pemasyarakatan.  
Kedua, kurangnya jumlah pegawai. Jumlah warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan saat ini adalah 7 orang, sedangkan 
jumlah pegawai adalah 18 orang termasuk kepala dan pejabat struktural. Dengan 
kurangnya jumlah pegawai menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya 
pembinaan dan pengamanan yang lebih baik pada Lembaga Pemasyarakatan 
Pemuda Kelas IIB Plantungan.  
Ketiga, pegawai kurang memahami tupoksi. Dengan adanya tingkat 
pendidikan pegawai yang bervariasi, hal ini berakibat kepekaan terhadap 
pemahaman mengenai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pembinaan, pengamanan 
dan ketertiban tidak sama. Dengan kekurangpahaman tersebut, maka menghambat 





Pertama, perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap 
narapidana. Narapidana adalah makhluk sosial, ia secara naluriah mempunyai 
kebutuhan untuk selalu berhubungan dengan masyarakat dan karena itu 
narapidana tidak boleh dikucilkan atau diasingkan dari masyarakat.Berdasarkan 
hal tersebut, dengan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
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J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 institusi yang semula disebut rumah penjara 
berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaan pembinaannya 
berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB 
Plantungan Kendal merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran 
Kementrian Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 
01-PR.07.03 pada tanggal 26 Februari 1985. Lembaga Pemasyarakatan ini bukan 
merupakan lembaga pemasyarakatan terbuka, namun dapat dikatakan terbuka 
dikarenakan tidak adanya pagar pengaman atau tembok keliling yang mengelilingi 
blok narapidana. Hal ini terjadi karena dari sejarahnya Lembaga Pemasyarakatan 
Pemuda Kelas IIB Plantungan semula adalah bangunan Rumah Sakit Kusta.  
Kedua, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan memiliki 
fungsi salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan 
berpedoman pada sepuluh prinsip pemasyarakatan dimana sepuluh prinsip 
pemasyarakatan merupakan dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan. 
Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh petugasLembaga Pemasyarakatan 
Plantungan di antaranya: (a) Melakukan pendekatan persuasif terhadap warga 
binaan pemasyarakatan yaitu dengan memberikan santapan rohani, setiap hari 
senin sampai Jum’at sehabis sholat dhuhur diadakan pengajian, dan malam Jum’at 
diadakan baca surat Yasin bersama-sama yang dipimpin Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan; (b) Memberikan tindakan disiplin jika terdapat warga binaan 
yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LP;  
(c) Menyertakan warga binaan dalam kegiatan sosial yaitu donor danah;  
(d) Memberikan warga binaan pelatihan kerja diantaranya dalam hal pertanian, 
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ternak sapi, dan perikanan berupa ikan lele, gurame dan bawal; (e) Memberikan 
kesempatan kepada warga binaan untuk menunaikan ibadah menurut 
kepercayaannya masing-masing; (f) Melaksanakan beberapa MOU atau nota 
kesepahaman di antaranya yaitu kerjasama dengan criminal justice system, 
kerjasama dengan departemen agama terkait pemberian bimbingan agama 
terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan kerjasama dengan kementerian 
kesehatan. 
Ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan juga 
tidak terlepas dari kendala yang dihadapi di antaranya Bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan tidak memenuhi syarat, seperti: 
bangunan blok narapidana kurang memadai tanpa diberikan pagar 
pengaman/tembok keliling. Hal ini sangat membahayakan dari segi keamanan, 
jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan yang 
kurang yaitu sebanyak 18 orang dan pemahaman mengenai tupoksi (tugas pokok 
dan fungsi) pegawai terhadap pembinaan, pengamanan dan ketertiban tidak sama. 
Dengan kekurangpahaman tersebut, maka laju pelaksanaan tugas-tugas di bidang 
kegiatan kerja menjadi terhambat. 
 
Saran 
Pertama, bagi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan, 
sebaiknya merencanakan pembangunan kembali, dan harus benar-benar 
diperhitungkan dari segi pengamanan, segi efektifitas maupun urgensi sesuai 
dengan fungsi pokok lembaga pemasyarakatan yaitu tempat untuk 
terselenggaranya pembinaan atau pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
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Kedua,bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan, agar petugas 
pemasyarakatan yang ada yaitu 18 orang perlu diadakan penambahan petugas 
terutama petugas jaga, dan sebaiknya juga diintensifkan adanya diklat atau kursus 
untuk petugas karena dengan adanya pendidikan, pelaksanaan tugas akan lebih 
terarah dan dapat menganalisa setiap kemungkinan yang akan terjadi sehingga 
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